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Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG
PROVINSIJAWA BARAT

b

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 RANCABALI
KABUPATEN BANDUNG

C.

NOMOR : 421.2/ Kep. 626

TENTANG

BUPATI BANDUNG

a. bahwa dalam

Disdikbud/2015

rangka meningkatkan pendidikan
masyarakat di wilayah Rancabali sehingga dapat
memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks
pembangunan manusia, perlu membentuk Sekolah
Menengah Pertama Negeri 3 Rancabali;

bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
keputusan pendirian satuan pendidikan berdasarkan
usulan permohonan izin yang diajukan Dinas Pendidikan
kabupaten/kota yang dilampiri hasil studi kelayakan dan
data serta telah memenhi persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hruf a dan huruf b perlu membentuk
Sekolah Menengah Pertanna Negeri 3 Rancabali
Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan KabupatenPurwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubahUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (LembaranIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Normor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5234);
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5.

6

7.

tentang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan Daerah (Lembaren Negara Republik
tentang

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Pemerintahan tentangDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (LembaranNegara Republik ndonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan danPenutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung(Lenibaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007Nornor 17);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Republik

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7.

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik mdonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nornor 17);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9

KETIGA
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Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun
2007 tentang Pembentulcan Organisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

Memperhatikan
: Berita Acara Studi Kelayakan Pendirian SMP Negeri 3

Rancabali Kabupaten Bandung tanggal 15 Oktober 2015.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Normor 26 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2009
Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran

Daerah Tahun 2014 Nomor 22);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomnor 12 Tahun
2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2013 Nomor 12 ).

MEMUTUSKAN:

Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rancabali
Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur
kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.



KEEMPAT

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

6.

Ditetapkan di Soreang
pada ta

7.

3. Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.
4. Para Asisten dan Kepala Bagiar pada

UPA
BUPATKBANDUNG

Yth. 1. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan Nasional.
Gubernur Jawa Barat.

3 Desember 2015

ROM.NASER

5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat DaerahSekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Bandung.
Kepala Sekolah yang bersangkutan.


